Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA SARIYOSO
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA SARIYOSO
KECAMATAN WONOSOBO
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SARIYOSO,

: a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai
dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya

perubahan pendapatan belanja dan pembiayaan,

dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud,
perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003
Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6914);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245);

Undang-undang Nomor 62 tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6995);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian
Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk
Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK/2023 tentang
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK/2024 tentang
tentang Pengalokasian Dana Desa bagi tiap Desa, Penyaluran
dan Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 1083);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman
Tata cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Tata cara Pengadaan
Barang /Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1455);

Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor 3 tahun 2025 tentang Panduan
Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam
mendukung Swasembada Pangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun
2025 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
tahun anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2024 Nomor 12);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang
Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten
Wonosono (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023
Nomor 38);
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Menetapkan

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 38);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pelaksanaan Dana Desa tahun 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 40);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 41);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pelaksanaan Transaksi non Tunai dada
Pemerintahan Desa tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2024 Nomor 42);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2024 tentang
Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa tahun 2025
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 48);
Peraturan Desa Sariyoso Nomor 2 tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sariyoso
tahun 2016 nomor 02);

Peraturan Desa Sariyoso Nomor 08 tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa
Sariyoso (Lembaran Desa Sariyoso tahun 2016 nomor 08);
Peraturan Desa Sariyoso Nomor 02 Tahun 2019 tentang
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Sariyoso tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Sariyoso tahun
2019 Nomor 2); yang telah dirubah dengan Peraturan Desa
Sariyoso nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Sariyoso Tahun 2025
— Tahun 2027 (Lembaran Desa Sariyoso Tahun 2024 Nomor
02);

Peraturan Desa Sariyoso Nomor 03 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Sariyoso Tahun 2025
(Lembaran Desa Sariyoso Tahun 2024 Nomor 03);

Peraturan Desa Sariyoso Nomor 05 tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2025
(Lembaran Desa Sariyoso Tahun 2024 Nomor 05).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIYOSO
dan
KEPALA DESA SARIYOSO
MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA SARIYOSO TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
bertambah /berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Semula Rp 1.804.720.000
b. Bertambah/(Berkurang) Rp 0]
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp 1.804.720.000
2. Belanja Desa
a. semula Rp 1.632.220.463
b.bertambah/(berkurang) Rp_ (143.900.000)
Jumlah belanja setelah perubahan Rp 1.488.320.463
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan Rp 316.399.537

3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula Rp 7.500.463

b. Bertambah/(berkurang) Rp 0]

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 7.500.463
3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula Rp 180.000.000

b. Bertambah/(berkurang) Rp 143.900.000

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 323.900.000
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2) Rp (316.399.537)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan sebagai landasan
operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.



Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sariyoso.

Ditetapkan di Sariyoso
pada tanggal 28 Maret 2025

Diundangkan di Sariyoso
pada tanggal 28 Maret 2025




